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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh implementasi SAKTI, 
kepatuhan regulasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja 
pada Satuan Kerja Wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu. Populasi dalam 
penelitian ini sebanyak 139 satuan kerja. Penarikan sampel menggunakan metode  simpel 
random sampling. Penentuan sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah sebanyak 
82 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis 
data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Implementasi SAKTI, kepatuhan regulasi dan kompetensi sumber daya manusia secara 
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, implementasi 
SAKTI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kepatuhan regulasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. 
Kata Kunci: Implementasi SAKTI, Kepatuhan Regulasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, 
Akuntabilitas Kinerja. 
 

Abstrack 
This study aims to test and analyze the effect of SAKTI implementation, regulatory compliance 
and human resource competency on performance accountability at the Regional Work Unit of 
the Palu State Treasury Service Office. The population in this study was 139 work units. 
Sampling using a simple random sampling method. Determination of the sample using the 
Slovin formula with a total of 82 respondents. Data collection was carried out by distributing 
questionnaires. The data analysis technique used multiple linear regression. The results of the 
study indicate that SAKTI Implementation, regulatory compliance and human resource 
competency simultaneously have a positive and significant effect on performance 
accountability, SAKTI implementation has a positive and significant effect on performance 
accountability, regulatory compliance has a positive and significant effect on performance 
accountability, human resource competency has a positive and significant effect on 
performance accountability 
Keywords: SAKTI Implementation, Regulatory Compliance, Human Resource Competency, 
Performance Accountability. 

 
1. PENDAHUUAN 

  Akuntabilitas sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan keuagan negara 

semakin menjadi sorotan dimana tuntuntan transparansi dan pertanggungjawaban 

atas penggunaan anggaran negara semakin meningkat seiring dengan kompleksitas 

permasalahan yang dihadapi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan 

isu sentral dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Agar 

penggunaan APBD dan APBN menjadi efisien dan efektif maka dalam pengelolaannya 

diperlukan akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Berdasarkan 
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PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan 

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur 

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah yang disusun secara periodik. 

Peningkatan akuntabilitas kinerja dapat dilakukan dengan implementasi sistem 

informasi akuntansi yang memadai, hal ini untuk mendorong pekerjaan yang lebih 

efisien  dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Hadirnya Sistem Aplikasi 

Keuangan Instansi (SAKTI) diharapkan pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah, 

lebih cepat, dan lebih akurat sehingga berdampak terhadap akutabilitas kinerja 

instansi. Hal tersebut secara empiris telah dibuktikan melalui penelitian Rosidah et 

al., (2024) dan Rinna et al., (2024) yang menyatakan bahwa implementasi SAKTI 

berpengaruh singnifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Demikian juga hasil 

penelitian dari As'ad et al. (2024) yang menyatakan bahwa SAKTI telah terbukti 

mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pelaporan 

keuangan dengan menyediakan platform yang terintegrasi dan mudah diakses. Hal 

ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan negara, di mana teknologi informasi memainkan peran 

penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan dapat dipantau dan diaudit 

secara real-time. 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu sebagai salah satu unit 

pelaksana teknis (UPT) Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan SAKTI 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.05/2018 tentang 

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Dalam proses 

pelaksanaannya, implementasi SAKTI di lingkungan KPPN Palu mengalami beberapa 

masalah seperti gangguan dalam konektivitas jaringan, aplikasi yang disebabkan 

oleh bug atau kerusakan teknis dan istilah-istilah asing yang mungkin tidak 

dimengerti oleh pengguna baru, sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja 

beberapa instansi yang berada dalam lingkup satuan kerja KPPN Palu. 

Akuntabilitas kinerja juga menuntut kepatuhan aparatur terhadap regulasi.  

Muslimah et al., (2023) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan bentuk ketaatan 

terhadap aturan yang berlaku serta dipatuhi oleh aparatur pemerintahan secara 

konsisten agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang 

baik. Aparatur yang patuh akan selalu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku 

sehingga sikap ini dapat meminimalisir berbagai tindakan yang berpotensi  

merugikan keuangan negara dan sebagai bentuk tanggungjawab yang telah 

dipercayakan oleh publik dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. 

Hasil penelitian Meliliana et al., (2023)  dan Irawati & Agesta (2019) menyatakan  

bahwa kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

kinerjanya agar lembaga pemerintah. 
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Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap regulasi memiliki tantangan dalam 

pengimplementasiannya.  Banyaknya regulasi yang terus bertambah dan semakin 

kompleks membuat instansi pemerintah kesulitan untuk memahami dan 

menerapkan seluruh ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya 

kesalahan interpretasi dan pelanggaran terhadap regulasi. Perubahan regulasi yang 

cepat dan seringkali tidak terduga menyulitkan instansi pemerintah untuk 

melakukan penyesuaian. Akibatnya, terdapat periode transisi dimana instansi 

pemerintah belum sepenuhnya patuh terhadap regulasi yang baru. Terkadang, 

instansi pemerintah lebih memprioritaskan pencapaian target kinerja daripada 

kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini dapat menimbulkan tindakan yang melanggar 

aturan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM). Perwujudan akuntabilitas kinerja perlu didukung dengan 

kompetensi SDM yang memadai agar memberikan hasil pekerjaan yang maksimal.  

Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi telah mendorong 

peningkatan tuntutan akan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Namun, dalam 

praktiknya, implementasi reformasi birokrasi seringkali terkendala oleh kurangnya 

kompetensi ASN dalam bidang tertentu. Satuan Kerja dalam lingkup wilayah KPPN 

Palu mengalami tantangan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Keterampilan bekerja berbsis komputerisasi dan digitalisasi, pengetahuan dasar 

tentang akuntansi dan penempatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu 

menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Satuan Kerja lingkup wilayah KPPN 

Palu. Keterbatasan kompetensi ini seringkali menghambat proses pengambilan 

keputusan, pelaksaanaan program dan pelaporan kinerja yang akuntabel. 

Pegawai dengan kompetensi yang baik dan sesuai akan dapat memahami apa 

yang harus dikerjakan dan apa fungsi dirinya dalam pekerjaan tersebut. Pegawai 

yang berkompetensi dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi 

akuntansi dan seluruh sumber daya yang ada sehingga dapat mewujudkan 

akuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian  Rosidah et al., (2024), 

Eliana et al., (2024) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. 

Berdasarkan dasar latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi 
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kepatuhan Regulasi Dan Kompetensi Terhadap  
Akuntabilitas Kinerja  (Survei pada Satuan Kerja Wilayah  Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Palu)” 

 
2. METODE PENEITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jenis penelitian 
verifikatif yang bersifat kuantitatif.  Menurut Sugiyono (2019) verifikatif adalah jenis 
penelitian yang memiliki tujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian 
sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori 
atau hasil penelitian sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 
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atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 
analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
yang telah ditetapkan Sugiyono (2019). Jika diklasifikasikan berdasarkan tujuan, 
penelitian ini bersifat klausal yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
apakah variabel bebas yang terdiri dari implementasi SAKTI, kepatuhan regulasi dan 
kompetensi SDM  
Jenis Data 
1. Data Kualitatif 

Data data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek 
penelitian, meliputi: Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, Visi dan 
Misi, struktur organisasi, dan informasi yang diperoleh dari pihak KPPN Palu. 
2. Data Kuantitatif 

Pada penelitian ini data kuantitatif berupa hasil pengolahan data kuesioner 
yang diperoleh dari  pegawai KPPN Palu. 

Sumber Data  
1. Data Primer  

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber secara 
langsung tanpa melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 
dengan menyebarkan daftar pertanyaan (quesionare) kepada pegawai KPPN Palu. 
2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak 
langsung. Data ini merupakan data yang telah ada diperoleh atau dikumpulkan 
melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian 
ini berupa informasi yaitu meliputi profil instansi. 
Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2019:127) populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja dalam lingkup Wilayah 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu dengan jumlah sebanyak 138 satker. 
Teknik Analisis Data 
Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis dalam penelitian ini 
digunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan angka-angka statistik melalui 
penggunaan alat analisis statistik parametrik Regresi Linear Berganda (Multiple 
Regression Linear) (Sugiyono, 2019:221) 
 
3. HASI DAN PEMBAHASAN  
Hasil Pengujian Hipotesis 
Hasil Pengujian Hipotesis Serempak (Uji F) 

Berdasarkan hasil  uji  ANOVA atau Ftest  diperoleh nilai signifikansi sebesar 
0,000 lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% yaitu 0,000 < 0,05. Nilai ini menunjukkan 
bahwa implementasi SAKTI, kepatuhan regulasi dan kompetensi SDM berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sehingga dapat dikatakan 
hipotesis pertama dapat diterima. 
Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) 

Berdasarkan  hasil  perhitungan statistik, pada table 4.8 dapat dijelaskan hasil 
uji t sebagai berikut: 
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1. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 
taraf kepercayaan 5% yaitu 0,000 < 0,05. Dengan demikian nilai ini menunjukkan 
bahwa variabel implementasi SAKTI  (X1) berpengaruh  positif dan  signifikan 
terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
kedua diterima. 

2. Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 
taraf kepercayaan 5% yaitu 0,005 < 0,05. Dengan demikian nilai ini menunjukkan 
bahwa variabel kepatuhan regulasi  (X2) berpengaruh  positif dan  signifikan 
terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
ketiga diterima. 

3. Hasil pengujian hipotesis keempat diperoleh nilai signifikansi 0,001 lebih kecil 
dari taraf kepercayaan 5% yaitu 0,001 < 0,05. Dengan demikian nilai ini 
menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM  (X3) berpengaruh  positif dan  
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis keempat diterima. 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian untuk menguji pengaruh variabel implementasi 

SAKTI, kaptuhan regulasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap 
akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara Palu maka dapat diuraikan pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut : 
Pengaruh Implementasi SAKTI, Kepatuhan Regulasi dan Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara serempak variabel 
Implementasi SAKTI, kepatuhan regulasi dan kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh positif dan signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja pada satuan kerja 
wilayah KPPN Palu.  Implementasi aplikasi SAKTI mendorong adanya efisiensi dan 
efektivitas kinerja pegawai sehingga meningkatkan kualitas pertanggunjawaban. 
Pemanfaatan SAKTI akan lebih optimal dengan dukungan SDM yang kompeten dan 
pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara mengacu pada kewajiban 
pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 
anggaran publik kepada masyarakat. Akuntabilitas ini menjadi salah satu indikator 
utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara dan memerlukan kombinasi 
regulasi yang kuat, sistem yang efektif, serta kompetensi aparatur yang memadai.  

Aplikasi  SAKTI memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time, sehingga 
instansi pemerintah dapat segera mengidentifikasi masalah dan melakukan 
perbaikan. Aplikasi ini juga memfasilitasi pengambilan keputusan yang berbasis 
data, sehingga instansi pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan 
efektif. Dengan adanya aplikasi SAKTI instansi pemerintah dapat mengidentifikasi 
area perbaikan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja.  

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi melalui aplikasi SAKTI pada satuan 
kerja wilayah KPPN Palu menjadi lebih optimal karena di dukung dengan 
kompetensi SDM dan kepatuhan terhadap regulasi.  SDM yang memiliki kompetensi 
akan memberikan hasil kerja yang lebih maksimal. Pegawai yang berkompeten 
memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi 
sehingga akan lebih banyak memberikan solusi dan mengambil langkah-langkah 
inisiatif terhadap penyelesaian masalah. 
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 Sedangkan kepatuhan regulasi membantu instansi menghindari sanksi dan 
denda, sehingga mendorong adanya efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya 
kepatuhan regulasi maka akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan karena 
meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi, efektivitas dan mengurangi risiko. 
Namun saat ini kepatuhan regulasi pada instansi masih sebatas menggugurkan 
kewajiban agar tidak dikenakan sanksi sehingga masih harus dilakukan pengawasan 
dalam pemenuhan kepatuhan regulasi dimana tidak hanya sekedar mematuhi tapi 
juga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.  Ditinjau dari teori keagenan 
dalam konteks kepatuhan regulasi, principal mengharapkan agent untuk mematuhi 
peraturan dan regulasi yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya. 
Masalah keagenan dapat mempengaruhi kepatuhan regulasi, di mana agent bisa saja 
tidak mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku jika tidak sesuai dengan 
kepentingan mereka, untuk itu kepatuhan regulasi menjadi wajib  bagi setiap 
instansi pemerintah  sebagai mekanisme pengawasan dalam penyelengaraan 
pemerintahan.  
Pengaruh Implementasi SAKTI Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa implementasi SAKTI 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada satuan kerja 
wilayah KPPN Palu.  Penerapan aplikasi SAKTI mendorong adanya efisiensi dan 
efektivitas kinerja pegawai sehingga meningkatkan proses pertanggunjawaban yang 
lebih baik dengan kecepatan dan ketepatan waktu. 

Implikasi penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 
Instansi) secara signifikan meningkatkan akuntabilitas satuan kerja. Proses 
pengelolaan keuangan yang masih terpisah-pisah dan kurang terintegrasi sebelum 
menggunakan SAKTI membuat pengguna sulit dalam pelacakan dan 
pertanggungjawaban. Setelah penggunaan SAKTI, semua proses keuangan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran terpusat dalam satu sistem, 
menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.  

Aplikasi SAKTI mudah untuk digunakan dan dipelajari, hal ini mempercepat 
proses adaptasi dari para operator KPPN Palu sehingga tidak membutuhkan waktu 
yang lama dalam proses pengimplementasian. Keberhasilan implementasi tersebut  
juga di dukung dengan pegawai produktif pada rentang usia 31 – 40 Tahun. Mereka 
memiliki potensi yang sangat baik  dan  menguasai pemanfaatan teknologi informasi, 
sehingga proses transisi menjadi lebih cepat. 

Sebelum penggunaan SAKTI, pengeloaan keuangan disetiap unit kerja 
menggunakan sistem yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mendapatkan 
gambaran secara menyeluruh tentang kinerja keuangan instansi. Rekonsiliasi dan 
pelaporan juga menjadi sulit dikarenakan data keuangan yang tidak terpusat. Proses 
pencatatan secara manual dan pelaporan yang tidak tersistem memungkinkan 
adanya kesalahan manusia yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Hal tersebut 
membuat pelaporan menjadi kurang transparan dimana satuan kerja sulit untuk 
memantau dan mengaudit proses keuangan secara transparan dan tersistem. 

Akuntabilitas kinerja menjadi meningkat setelah dilaksanakannya 
implementasi SAKTI, hal tersebut dapat dilihat dari sistem yang terintegrasi dimana 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran sudah 
terintegrasi dengan sistem yang lebih baik. Selain itu satuan kerja dapat memastikan 
konsistensi data dan memudahkan rekonsiliasi dengan adanya single database. 
Transparansi menjadi meningkat dimana aplikasi SAKTI telah menyediakan berbagai 
laporan yang dapat diakses oleh berbagai tingkatan pengguna sehingga 
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meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Efisiensi akan meningkat dan resiko 
kesalahan akan berkurang dengan adanya otomatisasi proses dalam SAKTI dimana 
satuan kerja tidak lagi ketergantungan dengan proses manual.  

Database pada aplikasi SAKTI saling terintegrasi dengan baik, hal ini 
menandakan bahwa aplikasi ini mengintegrasikan seluruh data satuan kerja pada 
lingkup Kementerian Keuangan, sehingga memudahkan dalam melakukan 
pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan sampai tahap 
pertanggungjawaban anggaran, yang mana aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas 
akuntansi dan pelaporan pada suatu satuan kerja secara elektronik.   Sehingga 
dengan adanya aplikasi SAKTI dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan 
dan kinerja serta rekonsiliasi data.  Aplikasi SAKTI memiliki kecepatan pemrosesan 
data saat dioperasikan sehingga dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan 
dengan cepat (real-time) dan tentunya sangat membantu dalam pengambilan 
keputusan dan proses pertanggungjawaban. 

 Aplikasi SAKTI memiliki keamanaan dalam menyimpan data dan memiliki 
penyimpanan data cadangan (back-up), hal ini menunjukkan adanya efisiensi dimana 
dengan pemanfaatan aplikasi SAKTI tidak lagi diperlukan penyimpanan atau 
pengarsipan secara manual.  Dengan sistem yang terintegrasi, transparan dan 
efisiensi, akuntabilitas kinerja instansi meningkat secara keseluruhan. Keandalan 
aplikasi SAKTI sebagai sistem infomasi telah dinyatakan oleh semua unsur pegawai 
pengguna aplikasi SAKTI yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari  
operator pembayaran 44%, operator penganggaran sebesar 37% dan operator 
pelaporan sebesar 20%. 

Dengan demikian, SAKTI tidak hanya menjadi sistem aplikasi keuangan di 
satuan kerja, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah. Aplikasi SAKTI memiliki peran penting dalam meningkatkan 
akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Penerapan SAKTI yang 
berkelanjutan dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten akan terus 
mendorong terciptanya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi dan penelitian sebelumnya oleh 
Rosidah et al., (2024) dan Rinna et al., (2024). Dalam perspektif teori agensi (Jensen 
& Meckling, 1976) aplikasi SAKTI berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan 
pelaporan, yang dapat mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen.  
Teori agensi menjelaskan bahwa adanya ketidakseimbangan informasi antara 
prinsipal dan agen membutuhkan mekanisme kontrol untuk memastikan tujuan 
bersama tercapai. Dalam hal ini, aplikasi SAKTI berperan sebagai alat pengawasan 
dan pelaporan keuangan yang efektif, sehingga memperkuat akuntabilitas kinerja 
agen (KPPN Palu) terhadap prinsipal (Pemerintah Pusat dan Publik).  

Dengan informasi keuangan yang terdokumentasi secara digital dan real-time, 
prinsipal memiliki akses yang lebih besar untuk memantau dan mengevaluasi kinerja 
agen. Akuntabilitas kinerja di sektor publik merujuk pada kemampuan instansi 
pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber 
daya negara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini 
Aplikasi SAKTI menyediakan jejak audit (audit trail) yang jelas dan terdokumentasi 
serta memudahkan evaluasi kinerja berbasis output dan outcome, karena data yang 
digunakan adalah valid dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, SAKTI sebagai 
sarana kontrol internal sejalan dengan prinsip-prinsip teori agensi untuk menekan 
risiko penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja agen terhadap 
prinsipal (baik pemerintah pusat maupun publik).   
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Pengaruh Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada satuan kerja 
wilayah KPPN Palu. Artinya semakin tinggi tingkat kepatuhan pegawai terhadap 
regulasi maka akuntabilitas kinerja instansi akan semakin meningkat, karena tujuan 
akan tercapai jika prosesnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan 
yang berlaku. 

Secara empirik temuan ini memperkuat asumsi bahwa kepatuhan terhadap 
regulasi mendorong terciptanya sistem tata kelola yang lebih transparan, tertib, dan 
dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administratif maupun kinerja. 
Kepatuhan terhadap regulasi menjamin bahwa setiap proses penganggaran, 
pelaksanaan program, dan pelaporan dilakukan sesuai ketentuan, sehingga 
mempersempit ruang penyimpangan dan meningkatkan kredibilitas output kinerja 
instansi. Hasil ini juga sejalan dengan teori teori akuntabilitas, di mana kepatuhan 
terhadap kerangka regulatif merupakan elemen penting dalam menciptakan 
lingkungan organisasi yang akuntabel. Selain itu, hasil ini mendukung temuan 
penelitian terdahulu seperti Kusuma & Mildawati (2021) yang menyatakan bahwa 
kepatuhan terhadap aturan memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas 
pertanggungjawaban publik. 

Kepatuhan terhadap regulasi ditunjukkan berdasarkan pernyataan pegawai 
KPPN  Palu bahwa mereka selalu berupaya agar tidak terjadi kesalahan dalam 
bekerja yang berpotensi melanggar aturan. Adanya sanksi hukum bagi pegawai yang 
tidak mematuhi aturan dalam menjalankan tugasnya juga menjadi faktor yang 
mendorong pegawai untuk bekerja secara hati – hati.  Dalam lingkup wilayah kerja 
KPPN  Palu pegawai akan saling menegur rekannya jika melakukan hal yang jika 
berpotensi melanggar aturan, hal ini menciptakan proses kontrol antar pegawai 
sehingga semuanya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Kepatuhan terhadap regulasi memiliki nilai yang rendah, dimana kepatuhan 
yang dilaksanakan hanya sebatas regulasi. Dalam sistem aplikasi telah dikunci 
apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap regulasi maka satuan kerja terkena sanksi 
dan tidak dapat melakukan proses pencairan dana. Sehingga kepatuhan regulasi 
sangatlah penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja. Instansi 
akan terdorong untuk mematuhi regulasi dikarenakan adanya sanksi yang diberikan 
jika tidak melaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam 
peraturan. Namun terkadang satuan kerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban 
dalam mematuhi regulasi agar tidak terkena sanksi. 

Dalam pandangan agency teori kedudukan instansi pemerintah sebagai agen 
sedangkan rakyat sebagai principal, dalam hal ini agen harus melaksanakan amanah 
dari masyarakat salah satunya dengan mematuhi aturan yang berlaku dalam proses 
penyelengaraan pemerintahan dengan demikian maka akuntabilitas publik dapat 
tercapai. Perwujudan akuntabilitas harus memenuhi prinsip kebenaran dan 
transparasi yang artinya pertanggungjawaban disampaikan sesuai dengan kejadian 
yang sebenarnya,  ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak akan dapat mewujudkan 
akuntabilitas. Teori agensi juga menunjukkan bahwa principal dan agent mungkin 
memiliki kepentingan yang berbeda. Sehingga principal perlu memastikan bahwa 
kepentingan agent sejalan dengan kepentingan principal, untuk itu kepatuhan 
terhadap regulasi adalah suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh KPPN Palu. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan  penelitian Muslimah et al., (2024) dan 
Meliliana et al., (2023) yang  menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan 
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berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Karena kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan sangat penting untuk akuntabilitas kinerja agar 
lembaga pemerintah tertata serta efektif dalam pengelolaan keuangan negara. 
Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada satuan kerja wilayah KPPN Palu. Hal 
ini bermakna bahwa semakin baik kompetensi SDM maka akuntabilitas kinerja juga 
akan semakin meningkat, karena pegawai yang berkompeten memiliki keterampilan 
sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan tepat waktu. 

Kompetensi SDM mencerminkan sejauh mana individu dalam organisasi 
memiliki kapasitas, kemampuan, dan perilaku kerja yang selaras dengan tuntutan 
peran dan target kinerja yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja 
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian hasil kerja yang telah 
ditetapkan sebelumnya, baik dari sisi efektivitas, efisiensi, maupun kepatuhan 
terhadap peraturan. Tingkat akuntabilitas suatu organisasi sangat bergantung pada 
kualitas pelaksanaan tugas oleh individu atau tim kerja, yang secara langsung 
dipengaruhi oleh kompetensi SDM. 

Pengetahuan merupakan landasan dasar bagi pegawai KPPN Palu dalam 
memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), regulasi, serta sistem dan prosedur 
kerja. SDM yang memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan, strategi 
organisasi, serta mekanisme akuntabilitas akan lebih mampu menyusun 
perencanaan kinerja yang tepat sasaran, melakukan pelaporan yang sesuai standar 
dan menghindari kesalahan administratif atau penyimpangan prosedur. 

Kompetensi pegawai pada satuan kerja wilayah KPPN Palu di dukung dengan 
pemahaman pegawai terhadap aturan pengelolaan keuangan Negara dan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pegawai yang memahami regulasi dalam 
melaksanakan pekerjaannya  akan memberikan hasil kerja yang maksimal dan 
meminimalisir adanya kesalahan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan 
instansi dan mewujudkan akuntabilitas. Dengan dukungan SDM yang berkompeten, 
satuan kerja wilayah KPPN Palu dapat mengelolah anggaran negara dengan efektif 
dan membuat pertanggungjawaban dengan benar dan tepat waktu sehingga dapat 
meningkatkan akuntabilitas kinerja. 

Keterampilan mencakup kemampuan teknis dan manajerial yang dibutuhkan 
dalam pelaksanaan tugas, seperti penggunaan aplikasi SAKTI,  penyusunan laporan 
kinerja, pengolahan data, pengambilan keputusan, serta keterampilan komunikasi 
dan kolaborasi. Keterampilan memungkinkan kinerja yang berkualitas tinggi dan 
efisien, serta meningkatkan keandalan laporan pertanggungjawaban. 

Pegawai pada satuan kerja wilayah KPPN Palu memiliki keterampilan dalam 
melaksanakan pekerjaan berbasis komputerisasi, hal ini deperkuat dengan profil 
responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai merupakan lulusan S1 
(61%) bahkan beberapa lulusan S2 (5%). Hal tersebut menandakan bahwa KPPN 
Palu memiliki SDM yang berkompeten. Keberhasilan implementasi teknologi 
informasi seperti penggunaan aplikasi SAKTI sangat ditentukan dari kompetensi 
SDM. Pegawai yang memahami pekerjaan basis komputerisasi akan mudah 
memanfatkan teknologi informasi.  

Sikap mencerminkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, disiplin, dan etika 
kerja. Sikap yang positif sangat berpengaruh terhadap komitmen pegawai dalam 
melaksanakan tugas secara konsisten dan bertanggung jawab. Sikap yang baik 
memperkuat budaya kerja yang akuntabel dan memperkecil risiko moral hazard 
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dalam pelaksanaan tugas. Sikap yang ditunjukkan oleh pegawai KPPN Palu yaitu  
selalu berupaya bekerja dengan jujur dan menolak setiap intervensi orang lain yang 
dapat menimbulkan pelanggaran  terhadap peraturan 

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh  
Rosidah et al., (2024) dan Eliana et al., (2024) yang menyatakan bahwa kompetensi 
aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi 
pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki 
maka akuntabilitas kinerja pada instansi tersebut juga akan semakin meningkat, 
karena SDM yang berkompeten akan mendorong pekerjaan yang efektif dan 
menghentar instansi untuk mencapai tujuan.  

Ditinjau dari kerangka teori agensi, salah satu akar masalah yang memicu 
rendahnya akuntabilitas kinerja adalah ketidakmampuan agen dalam melaksanakan 
tugasnya secara optimal, baik karena kurangnya kemampuan teknis, pemahaman 
aturan, maupun komitmen etis. Dalam hal inilah kompetensi SDM berperan sebagai 
mekanisme internal yang dapat memperkecil risiko kegagalan agen dalam 
memenuhi kewajibannya terhadap prinsipal (publik). SDM yang memiliki 
pengetahuan memadai terkait regulasi, sistem kinerja, pemanfaatan aplikasi SAKTI 
dan kebijakan organisasi akan meminimalkan asimetri informasi antara agen dan 
prinsipal. Dengan pengetahuan yang cukup, agen mampu menyampaikan informasi 
kinerja secara tepat, jujur, dan akurat kepada prinsipal, yang menjadi dasar utama 
akuntabilitas. Dalam teori agensi, meningkatnya kompetensi SDM dapat mengurangi 
"hidden information", artinya bahwa risiko informasi yang disembunyikan, 
disalahartikan atau diinterpretasi oleh agen dapat ditekan atau diminimalisir. 

 
4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian 
ini yaitu sebagai berikut : 
1. Implementasi SAKTI, kepatuhan regulasi dan kompetensi sumber daya manusia 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 
pada Satuan Kerja Wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu. 

2. Implementasi SAKTI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
kinerja pada Satuan Kerja Wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Palu. 

3. Kepatuhan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
kinerja pada Satuan Kerja Wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Palu. 

4. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Wilayah Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Palu. 
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